BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR - 951 /182 Tahun 20U

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 951/489/2020
TENTANG PENETAPAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Harga Satuan Regional, dan terdapatnya

penggantian serta perubahan keanggotaan Penetapan Majelis
Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Penyelesaian
Kerugian Daecrah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 951/489/2020 tentang Penctapan
Majelis Penycelesaian Kerugian Dacrah dan Sckretariat Majelis
Penyelesaian Kerugian Dacrah Kabupaten Sukoharjo, perlu
diganti;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a.
maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/489/2020
tentang Penectapan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan

Sckretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten
Sukoharjo perlu dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b perlu mencabut Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 951/489/2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

?




3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik  Indonesia

Nomor 6573);

O. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Dacrah Terhadap
Pegawal Negert Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

6. Peraturan Menter:t Dalam Neger1 Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Mentert Dalam Negert1 Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah
Terhadap Pegawai Negert Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

8. Peraturan Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
172);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo Nomor

230);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU . Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/489/2020 tentang

Penetapan Majelis Penyelesalan Kerugian Daerah dan Sckretariat
Majelis Penyelesaian Kerugian Dacrah Kabupaten Sukoharjo dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.




KEDUA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1.
s

. H

yubernur Jawa Tengah di Semarang;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Sckretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal (4 April 202\

BUPATI SUKOHARJO, Q
Z~

:

ETIK SURYAIY!




